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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0488/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بسِْــــــــــمِ اللـّــــــهِ الرّحْمَنِ الرّحِيـــــــــــــم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

     Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada

tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Muh. Qadri bin Hanipa, umur  42 tahun, agama Islam, pekerjaan  Supir, tempat tinggal

di  Dusun Jantuk, Anjani Barat, RT.013 Desa Anjani,

Kecamatan  Suralaga,  Kabupaten  Lombok  Timur,

sebagai "Pemohon",

Lawan

Suburiah binti A. Mawar,  umur  39 tahun, agama Islam, pekerjaan  Ibu rumah tangga,

tempat tinggal  di   Dusun Anjani  Timur,  Desa Anjani,

Kecamatan  Suralaga,  Kabupaten  Lombok  Timur,

sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama Selong tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa  penggugat  dengan  surat  gugatannya  tertanggal  25  Juli  2016  yang

terdaftar di kepaniteraan  Pengadilan Agama Selong di bawah register perkara Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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0488/Pdt.G/2016/PA.Sel, tertanggal 25 Juli 2016, telah mengemukakan alasan-alasan

sebagai berikut :

1. Bahwa  Pemohon dengan  Termohon  adalah  suami  istri  yang  sah  yang  menikah

secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 13 Februari 2000 bertempat di Dusun

Jantuk, Anjani Barat, RT.013 Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok

Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/IV/2000 yang dikeluarkan

oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Suralaga,  Kabupaten  Lombok  Timur

tertanggal 27 Juni 2000;

2. Bahwa setelah menikah  Pemohon  dan  Termohon tinggal  bersama di   Dusun

Jantuk, Anjani Barat, RT.013 Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok

Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami  istri  dan dikaruniai  2

orang anak bernama : 

1. Saftiana Dewi Utari, perempuan, umur 14 tahun (ikut Termohon)

2. Muh. Ali Sukardi, laki-laki, umur 11 tahun (ikut Termohon);

3. Bahwa sejak  Awal  pernikahan  rumah tangga  Pemohon dengan  Termohon  mulai

goyah  karena  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

disebabkan:

a. Antara Termohon dan Pemohon sering terjadi  pertengkaran yang disebabkan

karena perbedaan pendapat;

b. Antara Termohon dengan orang tua Pemohon tidak pernah ada keharmonisan

meski Pemohon sering berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka namun

Termohon jarang mendengarkan Pemohon
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4. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  telah  mencapai  puncaknya  pada

Tanggal 28 Desember 2015 dan akibatnya Pemohon menceraikan Termohon dan

mengantarkan  Termohon  pulang  kerumah  orang  tuanya,  sehingga  antara

Pemohon / Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  mendamaikan/menasehati  agar  Pemohon

dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah

retak dan tidak lagi  dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  sudah  sulit

dipertahankan  lagi  dan  karenanya  agar  masing-masing  pihak  tidak  lebih  jauh

melanggar  norma  hukum  dan  norma  agama  maka  perceraian  merupakan  jalan

terakhir  bagi   Pemohon  untuk  menyelesaikan  permasalahan  antara  Pemohon

dengan Termohon;

7. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  permohonan  Pemohon  untuk

mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran

yang  terjadi  terus-menerus  dan  tidak  mungkin  hidup  rukun  dalam  suatu  ikatan

perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9

Tahun 1975 Jo.  Pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam,  sehingga berdasar

hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksan perkara ini Pemohon bersedia membayar

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil  diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
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putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1  (satu)  Raj'i  terhadap

Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau  bilamana  Pengadilan  Agama  berpendapat  lain  mohon  Putusan  yang  seadil-

adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon

telah hadir menghadap persidangan;

Bahwa  Mejelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar dapat rukun

kembali  dengan  Termohon  dan  ternyata  berhasil,  kemudian  Pemohon  menyatakan

hendak mencabut permohonannya karena telah kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi

dan mohon putusan;

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  maka  segala  hal  ikhwal  yang

terurai  dalam  Berita  Acara  Sidang  perkara  ini  merupakan  satu   kesatuan  dengan

Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah

sebagaimana tersebut diatas;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Menimbang,  bahwa pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan   Pemohon  dan

Termohon  telah hadir  menghadap  sidang  dan  sesudah  Majelis  Hakim  berusaha

mendamaikan dengan  menasehati  Pemohon  dan  Termohon, ternyata  berhasil.

Kemudian  Pemohon mengajukan  permohonan  secara  lisan  untuk  mencabut

perkaranya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 271 dan 272

Rv. Maka permohonan  Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan terakhir  diubah dengan  Undang-Undang Nomor  50  Tahun 2009,  jo.  Pasal  192

RB.g. maka biaya perkara dibebankan kepada  Pemohon;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009,

Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syari’ah yang berkaitan dengan perkara

ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan   Pemohon  untuk  mencabut  perkara  nomor  :

0488/Pdt.G/2016/PA.Sel.
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2. Memerintahkan  Panitera  untuk  mencatat  pencabutan  perkara  tersebut  dalam

register perkara;

3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah).       

Demikian penetapan  ini dijatuhkan  pada hari  Kamis tanggal  04 gustus 2016

Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulkaedah 1437 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan

Agama Selong yang terdiri  dari    H.  Husnul  Muhyidin,  S.Ag.  sebagai  Hakim Ketua

Majelis serta  Dra. Hj. Naily Zubaidah, SH. dan  Zainul Arifin, S.Ag. sebagai hakim-

hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri  oleh para hakim Anggota serta dibantu

oleh               H. Muhsan, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh  Pemohon

dan  Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Naily Zubaidah, SH.                    H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Zainul Arifin, S.Ag.

                                                                           Panitera Pengganti,

                                                                           H. Muhsan, BA.
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Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran      : Rp.     30.000,-

2. Biaya Administrasi      : Rp.     50.000,-

3. Biaya Panggilan         : Rp.   120.000,-

4. Biaya Redaksi            : Rp.       5.000,-

5. Materai                                  : Rp.       6.000,-  

   Jumlah                         : Rp.   211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah).
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